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Masa penjajahan yang sebenarnya dalam sejarah demudai pada tahun 1830.
Pemerintah Belanda untuk pertama kalinya mampu elepipitasi dan menguasai seluruh
pulau ini. Tidak ada tantangan serius terhadap a&an mereka sampai abad 20. Pihak
Belanda juga telah mampu terlibat langsung di Jasrapai daerah pedalaman. Dominasi
politik akhirnya tercapai di seluruh Jawa pada teh&30*

Kondisi finansial Belanda pada tahun 1830 ternydidak semulus dengan
keberhasilannya menguasai Jawa. Keuntungan yamgotkh dari penguasaannya di Jawa
habis digunakan untuk biaya militer dan administr&litnya kondisi finansial Belanda
kemudian mendorong pemerintah Belanda untuk membediagai kebijakan di daerah
koloninya. Salah satu usaha penyelamatan keuamgaebtt adalah diterapkannya sistem

tanam paksa atamulturstelsel.

L atar Belakang Tanam Paksa

Faktor utama diberlakukannya sistem tanam paksaddnesia adalah adanya kesulitan
keuangan yang dialami oleh Pemerintah Belanda. dhegigin Belanda digunakan untuk
membiayai keperluan militer sebagai akibat PeraglgiB pada tahun 1830 di Negeri Belanda
dan Perang Jawa atau Perang Diponegoro (1825-tB830)lonesia. Perang Belgia berakhir
dengan kemerdekaan Belgia (memisahkan diri dararigkel) dan menyebabkan keuangan
Belanda memburuk. Perang Diponegoro merupakan geienmahal bagi pihak Belanda
dalam menghadapi perlawanan dari pihak pribumiysekitar 20 jutagulden.?

Usaha untuk menyelamatkan keuangan Belanda selyarsrdah dilakukan sejak masa
pemerintahan Van der Capellen (1819-1825). VanGdgrellen menerapkan suatu kebijakan
yang menjamin orang Jawa untuk menggunakan dan tikehnesil tanah mereka secara
bebas. Kebijakan yang ditempuh saat itu diharapkgwmat mendorong orang Jawa untuk
menghasilkan produk yang dapat dijual sehinggdnle@mudahkan mereka membayar sewa
tanah. Kebijakan ini menemui kegagalan karena peaga tambahan akibat Perang Jawa

dan merosotnya harga komoditi pertanian tropisudiaf®
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Usaha-usaha Belanda tersebut semakin mendapat taammiarena persaingan-
persaingan dagang internasional. Persaingan datasgbut diantaranya dengan pihak
Inggris, dan setelah berdirinya Singapura padantgl®19 menyebabkan peranan Batavia
dalam perdagangan semakin kecil di kawasan Asiggdaa. Permasalahan di kawasan
Indonesia sendiri diperparah dengan jatuhnya hlemgadalam perdagangan Eropa, dimana
kopi merupakan produk ekspor andalan pendapatamautagi Belanda.

Selama Perang Jawa berlangsung, pihak Belanda rnkeanikoerbagai rencana untuk
memperoleh keuntungan besar dari koloni-koloniyatama Pulau Jawa. Pada tahun 1829
Johannes Van den Bosch menyampaikan kepada RagmdBelsulan-usulan yang kelak
disebut culturstels@. Van den Bosch ingin menjadikan Jawa sebagai asetg y
menguntungkan tanah air dalam tempo sesingkat nmurdgngan menghasilkan komoditi
pertanian tropis, terutama kopi, gula, dan nilaifn), dengan harga murah sehingga dapat
bersaing dengan produk serupa dari belahan duniaMan den Bosch menyarankan sebuah
sistem yang dia klaim lebih sesuai dengan tradrsing Jawa, yang didasarkan atas
penanaman dan penyerahan secara paksa hasil foucad (cultivation) kepada pemerintah.
Raja menyetuji usulan-usulan tersebut, dan padanbidnuari 1830 Van den Bosch tiba di
Jawa sebagai Gubernur Jenderal yang baru.

Ketentuan Tanam Paksa
Johannes Van den Bosch adalah pelaksana sistermTRalesa, dia diangkat menjadi
Gubernur Jendral pada 19 Januari 1830 dan dasarip¢amannya tertuang dalam RR 1830.
Sistem tanam paksa diperkenalkan secara perlal@ntabun 1830 sampai tahun 1835 dan
menjelang tahun 1840 sistem ini telah berjalaradial
Ciri utama dari pelaksanaan sistem tanam paksaladaharusan bagi rakyat untuk
membayar pajak dalam bentuk pajak in natura, yd#lam bentuk hasil-hasil pertanian
mereka. Ketentuan-ketentuan sistem tanam paksapi&rdalam Staatblad (lembaran negara)
No. 22 tahun 1834. Ketentuan-ketentuan pokoknyarardin:
1. Orang-orang Indonesia akan menyediakan sebagian talaah sawahnya untuk
ditanami tanaman yang laku di pasar Eropa sepepi, keh, tebu, dan nila. Tanah
yang diserahkan itu tidak lebih dari seperlima daluruh sawah desa.

2. Bagian tanah yang disediakan sebanyak seperlirssshwah itu bebas dari pajak.
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> Niel, op. cit., him. 6.
® Simbolon, loc. cit.



3. Pekerjaan untuk memelihara tanaman tersebut tidigh lmelebihi lamanya pekerjaan
yang diperlukan untuk memelihara sawahnya sendiri.

4. Bagian tanah yang disediakan untuk menanam tanaagangan dibebasakan dari
pembayaran pajak tanah.

5. Hasil dari tanaman tersebut diserahkan kepada heaterBelanda dan ditimbang.
Jika harganya ditaksir melebihi harga sewa tanaiy y@arus dibayar oleh rakyat,
maka lebihnya tersebut akan dikembalikan kepadgatalial ini bertujuan untuk
memacu para penanam supaya bertanam dan memagnigemnan ekspor.

6. Tanaman yang rusak akibat bencana alam, dan bkkaat &emalasan atau kelalaian
rakyat, maka akan ditangggung oleh pihak pemenfrinta

7. Pelaksanaan tanam paksa diserahkan kepada pegayeawgi pribumi, dan pihak
pegawai Eropa hanya sebagai pengawas.

Ketentuan-ketentuan tersebut jika dicermati lebamjut nampaknya tidak terlalu
membebani rakyat. Namun dalam pelaksanaannya,atarrsering menyimpang jauh dari

ketentuan sehingga merugikan rakyat dan sangat sratkbn beban rakyat.

Pelaksanaan Tanam Paksa

Ketentuan-ketentuan tentang tanam paksa ternyaiahartulis di atas kertas. Terdapat
perbedaan besar antara ketentuan yang sudah H#etajengan keadaan sebenarnya di
lapangan. Penyimpangan-penyimpangan yang muncuasalatin:

1. Perjanjian tersebut seharusnya dilakukan dengaaralal tetapi dalam pelaksanannya
dilakukan dengan cara paksaan. Pemerintah kolomemhanfaatkan pejabat-pejabat
lokal seperti bupati dan kepala-kepala daerah untoémaksa rakyat agar
menyerahkan tanah mereka.

2. Di dalam perjanjian, tanah yang digunakan untukurstelsel adalah seperlima
sawah, namun dalam prakteknya dijumpai lebih dggedima tanah, yaitu sepertiga
atau setengah sawabh.

3. Waktu untuk bekerja untuk tanaman yang dikehengeknerintah Belanda, jauh
melebihi waktu yang telah ditentukan. Waktu yangmukan adalah 66 hari dalam
setahun, namun dalam pelaksanaannya adalah 20@is2®2phari dalam setahun.

4. Kelebihan hasil tidak dikembalikan kepada rakyaugbemilik tanah, tetapi dipaksa

untuk dijual kepada pihak Belanda dengan harga gangat murah.

" Marwati Joened Poesponegoro, Sejarah Nasionahésim |V, Jakarta: Balai Pustaka, 2008, him. 358-3
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5. Dengan adanya sistem persen yang diberikan kepadapejabat lokal, maka para
pejabat itu memaksa orang-orangnya supaya tanaiyarinsa menghasilkan lebih
banyak.

6. Tanaman pemerintah harus didahulukan baru kemudemanam tanaman mereka
sendiri. Kadang-kadang waktu untuk menanam tanayaasendiri itu tinggal sedikit
sehingga hasilnya kurang maksimal.

7. Kegagalan panen tetap menjadi tanggung jawab mandik tanah.

Sistem tanam paksa ini agaknya menunjukkan kehtrhatalam perbaikan keuangan,
ditunjukkan bahwa Jawa mampu menghasilkan surpkskipun dalam paksaan. Surplus ini
hanya digunakan untuk menopang pemerintahan BeladdaJawa, upaya-upaya
penaklukannya di daerah luar Jawa, dan perekonodailam negara Belanda. Investasi yang
utama adalah tenaga kerja orang Jawa dan Suncags@eh teknik-teknik pertanian maupun
administrasinya bersifat tradisional. Pihak Belat@shasil memeras perekonomian Jawa,
sedangkan keuntungan-keutungan yang berarti y&egnthalikan hanya kepada sekelompok

kecil masyarakat pribunfi.

Dampak Tanam Paksa

Melihat dampak tanam paksa yang dijalankan olehdéanBosch, maka pihak Belanda
lah yang mendapatkan banyak keuntungan. Sejak taB3& anggaran belanja kolonial
Indonesia sudah seimbang, dan sesudah itu hutaageghlama VOC dilunaskan. Uang dalam
jumlah yang sangat besar dikirim ke negeri Belani@da, tahun 1831-1877 perbendaharaan
Kerajaan Belanda telah menerima 832 jgtaden. Pendapatan-pendapatan ini membuat
perekonomian dalam negeri Belanda stabil: hutangrgudilunasi, pajak-pajak diturunkan,
kubu-kubu pertahanan, terusan-terusan, dan jaland@reta api negara dibangun, semuanya
diperoleh dari keuntungan-keuntungan yang dipessisdésa-desa Jawa.

Akibat sistem tanam paksa ini bagi rakyat Indonesianjukkan dengan kondisi yang
berbeda dengan Belanda. Tenaga rakyat diperas idak tmendapakan imbalan yang
setimpal. Rakyat mengalami berbagai penderitaanrdardertita berbagai penyakit.

Segi positif bagi Indonesia yaitu rakyat Indonesiangenal teknologi pertanian baru
yaitu multicrops.’® Selain itu juga mulai mengenal tanaman dagang Yakg dipasaran

ekspor Eropa.

8 Ricklefs, op. cit., him. 188.
? Ibid., him. 187.
1% Simbolon, op.cit., him. 133.



Penghapusan Tanam Paksa

Culturstelsel menghadapi berbagai masalah pada tahun 1840,-tamdia penderitaan
di kalangan orang Jawa dan Sunda mulai tampak,ushya di daerah-daerah penanaman
tebu. Wabah-wabah penyakit terjangkit pada tahuio 1849, dan kelaparan meluas di Jawa
Tengah sekitar tahun 1850. Sementara itu, pembrm&netapkan kenaikan pajak tanah dan
pajak-pajak lainnya secara drastig\kibatnya rakyat menjadi semakin menderita.

Upaya menentangulturstelsel kini muncul di Negeri Belanda. Pemerintah mulai
menjadi bimbang apakah sistem itu masih dapat t@ipankan lebih lama. Pada tahun 1848
untuk yang pertama kalinya konstitusi liberal mernkas parlemen Beland&gte-generaal)
peranan yang berpengaruh dalam urusan-urusan gesuajKepentingan-kepentingan kelas
menengah Belanda menuntut diadakannya perubahaekdeendesak diadakannya suatu
pembaharuan “liberal”. pengurangan peranan penaérirdalam perekonomian kolonial
secara drastis, pembebasan terhadap pembatasaatpsambperusahaan swasta di Jawa, dan
diakhirinya kerja paksa dan penindasan terhadapgeseang Jawa dan Sunda. Pada tahun
1860 seorang mantan pejabat kolonial, Eduard Dounadser menerbitkan sebuah novel
yang berjudulMax Havelaar dengan nama samaran “Multatuli”. Dampak langsutanga
buku ini masih diperdebatkan, tetapi dalam jangiajgng buku ini menjadi sebuah senjata
yang ampuh dalam menentang rezim penjajahan dadi 5» di Jawa’

Penghapusan tanam paksa secara radikal berlangssndah tahun 1860-an. Tanaman
paksa lada dihapus pada tahun 1862. Penghapusamaastanaman paksa indigo dan teh
pada tahun 1865. Ketika Fransen van den Putte dienj@nteri jajahan (1863-1866)
melakukan berbagai perbaikan. Penanaman paksakamban tanaman lainnya, selain tebu
dan kopi di Jawa dihapuskan. Undang-undang laingimgpuskan rodi di hutan jati, melarang
memukul dengan rotan sebagai hukuman terhadap g@my dianggap salah. Pada tahun
1864 Saten-Generaal menerima undang-undar@omptabiliteit, tetapi baru mulai berlaku
tahun 1867. Undang-undang ini menetapkan bahwaabialyunan untuk Indonesia harus
dibuat oleh Saten-Generaal sehingga Saten-Generaal langsung mempengaruhi arah
kebijaksanaan pemerintahan di Indonésia.

Kopi dan gula merupakan tanaman yang paling pentigk mendapatkan keuntungan
sehingga tanam paksa pada dua tanaman ini palimg @dkapuskan. Undang-Undang Gula
tahun 1870 ditetapkan bahwa pemerintah akan medariktas penanaman tebu selama 12

tahun, yang dimulai pada tahun 1878. Penghapusaanpman kopi baru berakhir di

1 Ricklefs, op. cit., him. 188.
' Ibid., him. 189.
© A. Daliaman, Sejarah Indonesia Abad 19-Awal Ab&gd¥Yogyakarta: FIS UNY, 2001, him. 44.



Priangan pada awal tahun1917, dan di beberapahdgesasir utara Jawa pada bulan Juni
19191
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